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Aulia: Harus Berujung Kepastian Hukum

Penataan Aset Bukan Sekadar Sertifikat

TENGGARONG — Bupati Kutai
Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman
Basri menegaskan penataan aset
pertanahan harus menjadi perhatian
serius pemerintah dacrah. Kepastian
hukumn atas tanah dinilai pentingun-
tuk mencegah konflik agraria seka-
ligus memastikan aset masyarakat
dan pemerintah memiliki legalitas
yangjclas.

Belum lama ini digelar Rakor oleh
Kantor Pertanahan ATR/BPN Kukar
mengangkat tema “Langkah Akse-
lerasi Tuntas Reforma Agraria Kutai
Kartancgara” (Lentera). Kegiatan
dihadiri narasumber dari Balai Pe-
mantapan Kawasan Hutan (BPKH)
Wilayah 1V Samarinda dan Dinas
‘T'ransmigrasi dan Tenaga Kerja Ku-
kar.

Auliamengatakan, forum tersebut
menjadi momentumn penting untuk
menyatukan langkah antarinstansi
dalam menyelesaikan berbagai per-
soalan pertanahan di Kukar. Ini
bukan sekadar forum koordinasi,
sambungnya, tetapi menjadi ruang
untuk mengidentifikasi persoalan
sejakdinischingga pemerintah dapat
menentukan langkah strategis.

“Melalui forum ini, saya menaruh
harapan besar agar seluruh per-
angkat daerah dapat bekerja sama
secara sinergis dan berkelanjutan,
guna menciptakan tata kelola aset
yang berkeadilan bagi kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Kutal Kar-
tancgara,” kata Aulia.

Ia menegaskan penataan aset
harus diarahkan pada beberapa
persoalan mendasar. Di antaranya
memberikan kepastian hukum atas
hak tanah, menyelesaikan sengketa

dankonflikagraria, sertamelakukan
inventarisasi Tanah Objek Reforma
Agraria (TORA).

Penataan tersebut juga mencakup
aset yang bersumber dari pelepasan
kawasan hutan, Hak Pengelolaan
(HPL), hingga tanah yang masuk
dalam program redistribusi.

BagiAulia, kepastian hukumbukan
hanya persoalan administrasi per-
tanahan. Legalitas yang jelas men-
jadi fondasi agar masyarakat dapat
memanfaatkan tanah secara aman
dan produktif, sekaligus memberikan
kepastian bagi pemerintah dalam
melakukan penataan pembangunan.

Berdasarkan pemetaan sosial dan
analisis wilayah, sejumlah kecama-
tan menjadi bagian dari perhatian
penataan, di antaranya Tenggarong
Seberang, Muara Kaman, Kembang
Janggut dan Sebulu.

Langkah yang dilakukan meli-
puti inventarisasi dan legalisasi aset
warga, sertifikasi melalui program
redistribusi dan Pendaftaran Tanah
Sisternatis Lengkap (PTSL), hingga
penataan ruang di kawasan yang
bersinggungan dengan perizinan pe-
rusahaan, seperti PBPH maupun IUP.

“Tujuannya jelas, untukmemberi-
kan keadilan ruang serta kepastian
hukumn bagi fasilitas umum, rumah
ibadah, lahan pertanian, maupun
permukiman warga,” tegasnya.

Aulia ingin penataan aset dilaku-
kan secara komprehensif. Setiap
subjek Reforma Agraria diharapkan
benar-benar memiliki hakatas tanah
yang sah dan berkekuatan hukum.

Menurutnya, kepastian tersebut
nantinya tidak hanya memberi-
kan rasa aman kepada masyarakat,

tetapijugadapat menjadi fondasi untuk
meningkatkan produktivitas ekonomi
kerakyatan. Dengan status tanah yang
jelas, masyarakat memiliki ruang lebih
besar untuk mengembangkan lahan
yang dimiliki secara produktif dan
berkelanjutan.

““Saya ingin setiap kesepakatan yang
dihasilkan dapat diimplementasikan ke
dalam rencana tindaklanjut yangjelas,
dengan pembagian peran dan tanggung
jawab sesuai tugas dan kewenangan
masing-masing,” ujamya.

Sementara itu, Kepala Kantor Per-
tanahan

tah daerah di atas HPL transmigrasi
untuk pemanfaatan fasilitas sosial dan
fasilitas umum.

Selain itu, dibahas pula penataan
akses reforma agraria serta pemben-
tukan Kampung Reforma Agraria. Heru
berharap seluruh agenda yang diran-
cang melalui GTRA dapat memberikan
manfaat nyata bagi masyarakat Kukar.

“Mudah-mudahan apa yang kita
rencanakan melalui Gugus Tugas
Reforma Agraria ini bisa bermanfaat
untukmasyarakat Kukar dan untukkita
semua,” ujar Heru. (hei/sd/ts)
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